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PEMERINTAH  KABUPATEN  SAMBAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR  6  TAHUN  2006

TENTANG

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH  

KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  II  SAMBAS  

NOMOR  6  TAHUN  1998  TENTANG  PAJAK  REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  SAMBAS,

	Menimbang

Mengingat
	:

:
	a.

b.

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.


	bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang  Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkan Peraturan  Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

bahwa untuk melaksanakan maksud ayat a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tenyang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembetulan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );

Peraturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Tahun 1998 Nomor 6 Seri A);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :
	Menetapkan 
	:
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME. 


Pasal  I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 tahun  1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Nomor 6 tahun 1998 Seri. A), diubah sebagai berikut :

1. 
Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf  g, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Sambas 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sambas.
c. Bupati adalah Bupati Sambas

d. Dinas adalah Dinas Pendapataan Daerah Kabupaten Sambas 

e. e tidak diubah

f. f  tidak diubah

g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan coraknya untuk tujuan komensial, dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditetapkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi Kalbar dan Kabupaten Sambas.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3)  dan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal  2

(3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Reklame Papan / Billboard / Megatron;

b. Reklame kain;

c. Reklame Melekat (Stiker); 

d. Reklame Selebaran; 

e. Reklame Lukisan / Gambar / Tulisan pada bangunan;

f. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor;

g. Reklame Udara; 

h. Reklame Suara;

i. Reklame Film / Slide / Video / kaset;

j. Reklame peragaan;

k. Reklame Bersinar;

l. Reklame lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3.
Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal  3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. Penyelengaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalbar dan Daerah

b. Penyelengaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya

c. Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Umum dan atau kegiatan sosial

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ayat (a), (b), dan (c) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas.
4.
 Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal   6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar :

a. Reklame Papan / billboard / Megatron  ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa Reklame.

b. Reklame kain ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa Reklame.

c. Reklame melekat (Stiker) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame.

d. Reklame selebaran ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame.

e. Reklame lukisan / gambar / tulisan pada bangunan ditetapkan sebesar  15 % (lima belas persen) dari nilai sewa Reklame.

f. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame.

g. Reklame Udara ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame

h. Reklame suara ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame.

i. Reklame Film / Slide / Video / Kaset ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa Reklame.

j. Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa Reklame.

k. Reklame bersinar ditetapkan 15 % (lima belas  persen) dari nilai sewa reklame.

l. Reklame lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa reklame 

5.
 Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal  30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

6.
Di antara pasal 34 dan 35 disisipkan pasal baru, yakni pasal 34 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.


Ditetapkan di Sambas


pada tanggal  20  Pebruari  2006

BUPATI SAMBAS,
ttd
BURHANUDDIN A. RASYID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2006 NOMOR 6.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR  6  TAHUN  2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1998 
TENTANG PAJAK REKLAME
I. UMUM

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan itu maka pengelolaan pajak reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah itu, perlu kiranya disempurnakan terutama mengenai objek dan tarif pajak tersebut.

Dilain pihak disadari sepenuhnya bahwa Kabupaten Sambas sebagai hasil pemekaran wilayah Ka bupaten Sambas lama yang kondisi sosial ekonomi masyarakatnya mayoritas bekerja disektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan yang relatif masih rendah, dipandang perlu adanya ransangan (insentif) bagi penyelenggara reklame untuk melakukan pemasangan reklame di Kabupaten Sambas, antara lain dengan menetapkan tarif yang optimal dan harga sewa reklame yang wajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I 


Angka 1



Pasal 1




Cukup jelas


Angka 2  



Pasal 2




Ayat (3)





Huruf a






Cukup jelas





Huruf b






Cukup jelas





Huruf c






Cukup jelas





Huruf d






Cukup jelas





Huruf e






Cukup jelas





Huruf f






Cukup jelas





Huruf g






Cukup jelas





Huruf h






Cukup jelas





Huruf i






Cukup jelas





Huruf j






Cukup jelas





Huruf k






Cukup jelas





Huruf l






Reklame lain adalah reklame jenis lainnya yang tidak tercantum dalam ayat a sampai dengan ayat j pasal ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman atas keterbatasan peraturan yang ada.


Angka 3



Pasal 3




Huruf a





Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat, Propinsi Kalimantan Barat dan Daerah adalah penyelenggaraan reklame dalam rangka sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah.





Tidak termasuk yang dikecualikan antara lain:


a. Ucapan selamat atas hari besar dan bersejarah, tetapi disampingnya sebagiannya mencantumkan merk tertentu. Untuk ini penggunaan merk/produk tertentu itu tetap dikenakan pajak.

b. Mengadakan upacara atau selamatan di kantor, tetapi dengan memasang merk perusahaan tertentu, maka tetap dikenakan pajak.




Huruf b





Cukup jelas




Huruf c

· Kepentingan umum dan atau kegiatan sosial adalah penyelenggaraan reklame yang mendukung sepenuhnya biaya untuk suatu kegiatan tertentu oleh masyarakat, kelompok masyarakat pada suatu waktu tertentu, misalnya kegiatan sunatan massal oleh salah satu perusahaan dengan memasang merk perusahaaannya pada spanduk dan sejenisnya.

· Tidak termasuk dalam pengertian kepentingan umum dan sosial, diantaranya :

a. Malam hiburan rakyat oleh perusahaan merk tertentu tanpa dipungut bayaran.

b. Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Natal, Imlek, dan sebagainya.

c. Kegiatan olahraga, kecuali mendapat izin Bupati.

d. Dan lain-lain yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Angka 4




Pasal 6





Cukup jelas



Angka 5




Pasal 30





Cukup jelas



Angka 6




Pasal 34 A





Cukup jelas

Pasal II



Cukup jelas

Diundangkan di Sambas


pada tanggal 20 Pebruari 2006





Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,














WADJIDI  RADJIIN
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